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4 : Memahami Standar Prosedur Pemutakhiran Informasi Publik Badan
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
674/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
450/KPTS/M/201 Tentang Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
Keputusan Kepala BPSDM Nomor: 21/KPTS/KM/2019 Tentang Pelaksana Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR

Keputusan Kepala BPSDM Nomor: 84/KPTS/KM/2019 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Kepala BPSDM Nomor 21/KPTS/KM/2019 Tentang Pelaksana Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Keterkaitan

Peralatan/Kelengkapan
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SOP Pelaksanaan Rapat
SOP Penyusunan Laporan

Alat Tulis Kantor, Komputer/Printer/Scanner, Telepon

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika prosedur ini tidak dilakukan, pelaksanaan Layanan Informasi Publik BPSDM akan
terkendala pada kelancarannya

Disimpan sebagai data elektronik dan manual, kemudian diumumkan
pada website BPSDM PUPR
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